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Abstrak

Perkembangan ilmu dan teknologi implan gigi berkembang pesat, pemasangan implan gigi menjadi salah satu
pilihan dalam menggantikan gigi yang hilang. Akhir-akhir ini konstruksi jembatan gigi tiruan dengan
penyangga implan telah banyak digunakan dan seringkali berhasil, namun hal ini tidak menutup kemungkinan
terjadinya kegagalan dalam perawatan implan gigi. Pemberian tambahan kewenangan kepada dokter gigi
dengan tujuan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia, belum ada aturan yang secara jelas mengatur
kewenangan dokter gigi dalam pemasangan gigi tiruan implan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan
jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum dalam suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok bahasannya. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis kewenangan pemasangan implan gigi oleh dokter gigi dan menganalisis akibat
hukum yang terkait dengan risiko pemasangan implan gigi pada pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa implan gigi merupakan kewenangan klinis dokter gigi spesialis, kewenangan dokter gigi dalam
pemasangan implan gigi hanya sebatas pemahaman teoritis, mengenai berbagai jenis terapi implan gigi,
penguasaan teori aplikasi pada kasus implan gigi saja. Mengenai resiko kegagalan pemasangan implan gigi
oleh dokter gigi, upaya hukum yang dapat ditempuh pasien atas kerugian yang dialami adalah dengan cara
gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat atas dasar pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan
melawan hukum.

Kata Kunci: Kewenangan dokter gigi, implan gigi, tanggung jawab hukum
Abstract

The development of dental implant science and technology has developed rapidly, the installation of dental
implants is an option in replacing missing teeth. Recently, the construction of denture bridges with implant
supports has been widely used and is often successful, however this does not rule out the possibility of failure
in dental implant treatment. Granting additional authority to dentists with the aim of equal distribution of
health services in Indonesia, there are no rules that clearly regulate the authority of dentists in placing
implant dentures. This research is structured using the type of normative legal research, namely research that
is focused on examining legal norms in an applicable statutory regulation related to the subject matter. The
purpose of this study was to analyze the authority of dental implant placement by dentists and to analyze the
legal consequences associated with the risk of dental implant placement in patients. The results of this study
indicate that dental implants are the clinical authority of specialist dentists, dentists’" authority in installing
dental implants is limited to theoretical understanding, regarding various types of dental implant therapy,
mastering application theories in dental implant cases only. Regarding the risk of failure in installing dental
implants by dentists, legal remedies that can be taken by patients for losses experienced are by way of a civil
suit to the local district court on the basis of liability for losses due to unlawful acts
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PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam
rangka mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan
umum sebagaimana tertera dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945). Kesehatan merupakan hak asasi manusia
yang harus diwujudkan dalam berbagai bentuk
pemberian upaya kesehatan kepada seluruh
masyarakat melalui penyelenggaraan
pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan
yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Pelayanan kesehatan merupakan
penyelenggaraan upaya kesehatan dalam rangkaian
pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan
diri, selurun kegiatan pelayanan kesehatan
dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang
ada dalam peraturan-peraturan yang mengikat.
Dokter gigi merupakan salah satu komponen
utama dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat khususnya kesehatan gigi dan
mulut. Profesi kedokteran sebagai profesi dalam
pelayanan kesehatan, dokter gigi memiliki
kewajiban untuk menjalankan tugas pelayanannya
secara profesional. Adapun landasan utama bagi
dokter gigi untuk melakukan tindakan medis
terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan,
teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang
diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan pelayanan di bidang
kedokteran gigi mempunyai cakupan yang sedikit
berbeda dari pelayanan kesehatan umum. Hal ini
berkaitan dengan tindakan invasif yang diberikan
kepada pasien yakni, pengobatan yang tidak selalu
dilakukan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan
masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi
Indonesia, pelayanan yang dapat dilakukan oleh
dokter gigi yang telah berpraktik mandiri atau
klinik yang  menyelenggarakan  pelayanan
kesehatan gigi secara holistic yang meliputi
berbagai bidang yaitu: Penyakit Mulut, Bedah
Mulut dan Maksilofasial, Kedokteran Gigi Anak,
Konservasi Gigi, Periodonti, Prostodonti,
Ortodonti, Radiologi Kedokteran Gigi, Kesehatan
Gigi Masyarakat, Kedokteran Gigi Forensik.

Dokter Spesialis Periodonsia merupakan
salah satu spesialisasi kedokteran gigi, yang
memberikan pelayanan perawatan pada jaringan
penyangga dari gigi. Jaringan penyangga gigi
termasuk diantaranya jaringan lunak seperti gusi
dan jaringan tidak lunak seperti tulang yang
berperan untuk menjaga gigi tetap stabil diatas
rahang. Adapun perawatan yang dilakukan oleh
seorang ahli periodonsia diantaranya yakni, gusi
berdarah, radang pada gusi, pembersihan karang

gigi, implan gigi, gigi goyang sampai dengan
bedah periodontal.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran gigi, hal ini memberikan
dampak terhadap keberadaan tenaga kesehatan di
berbagai  tingkatan yang belum  mampu
sepenuhnya mendukung cita-cita pelayanan
kesehatan. Guna mengatasi permasalahan tersebut
serta menjamin mutu pelayanan kesehatan telah
diterbitkan,  Peraturan  Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XI1/2010 tentang
Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter gigi
(selanjutnya disebut PKKI Nomor 48 Tahun
2010). Kewenangan tambahan sebagaimana yang
dimaksudkan yakni kewenangan yang diberikan
kepada dokter atau dokter gigi untuk melakukan
praktik kedokteran tertentu secara mandiri setelah
mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Pelatihan sebagaimana dimaksud adalah
pelatihan yang memiliki Sertifikat Kualifikasi
Tambahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
Sertifikat kualifikasi tambahan merupakan surat
tanda pengakuan yang diterbitkan oleh Kolegium
terkait, terhadap kemampuan tambahan seorang
Dokter atau Dokter Gigi dalam rangka penguatan
kompetensi tertentu untuk menjalankan Praktik
Kedokteran. Salah satu contoh Pendidikan
Berkelanjutan llmu Kedokteran Gigi (PBIKG)
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof Dr
Moestopo, yang telah memberikan sertifikat untuk
peserta Program Pelatihan Profesionalisme Dental
Implan Terstruktur (selanjutnya disebut PPDIT).

PPDIT merupakan program pelatihan
bekerjasama dengan lkatan Peminat Kedokteran
Gigi Implan Indonesia/Indonesian Society of
Implant Dentistry (selanjutnya disebut
IPKGIV/ISID). Bertujuan untuk memberikan
keterampilan tambahan dalam pemasangan gigi
tiruan implan, dan juga sertifikat yang berlaku
selama lima tahun untuk melayani pemasangan
gigi tiruan implan di masyarakat. Selain itu, PIKG
Universitas Prof Dr Moestopo baru saja
menyelenggarakan ujian berskala nasional bagi
dokter gigi alumni implant course yang
sebelumnya lolos seleksi oleh IPKGII. Lisensi
diberikan berdasarkan pemenuhan standar yang
telah ditetapkan untuk aspek kecukupan sumber
daya manusia yang dipersyaratkan, sarana
prasarana, sistem perekrutan, sampai kelulusan dan
sertifikasinya.  Dengan  menetapkan  standar
pelaksanaan Computer Based Test (CBT) dan
Objective Structure Clinical Examination (OSCE)
dengan skala Nasional, harapannya dapat
dihasilkan lulusan atau dokter gigi berkualitas dan
dapat memberikan pelayanan terbaik dalam bidang
gigi tiruan implan kepada masyarakat luas.

Hal ini justru berbeda dengan apa yang
diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran
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Indonesia Nomor 33/KKI/KEP/VI11/2019 Tentang
Pengesahan Buku Putih Kewenangan Klinis
Implan Kedokteran Gigi Bidang Spesialisasi
Kedokteran Gigi Yang Berbeda (selanjutnya
disebut PKKI Nomor 33 Tahun 2019), mengatur
mengenai pemberian kewenangan klinis terhadap
Dokter gigi Spesialis Prostodonsia, Periodonsia,
Bedah  Mulut dan  Maksilofasial ~ dalam
memberikan pelayanan implan dental, dengan
memperhatikan standar kompetensi yang telah
diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Hal ini
bertujuan guna dapat memberikan hasil yang sama
meski tindakannya dilakukan oleh dokter gigi
spesialis yang berbeda yaitu dokter gigi Spesialis
Prostodonsia, Periodonsia, Bedah Mulut dan
Maksilofasial. Terhadap pemberian kewenangan
tambahan kepada dokter gigi guna tercapainya
pelayanan kesehatan di Indonesia yang merata,
belum ada aturan yang mengatur secara jelas
terkait dengan kewenangan dokter gigi dalam
pemasangan gigi tiruan implan. PKKI Nomor 33
Tahun 2019, hanya mengatur mengenai
kewenangan klinis kepada Dokter gigi Spesialis
Prostodonsia, Periodonsia, Bedah Mulut dan
Maksilofasial dalam pelayanan implan dental.
Pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan
kepada dokter gigi dalam pemasangan implant
gigi, hanya dapat dilakukan bilamana terdapat
aturan hukum yang jelas dan pasti sebagai dasar
pelaksana pemasangan implan gigi oleh dokter
gigi.

Pemasangan implan gigi merupakan salah
satu pilihan dalam menggantikan gigi yang hilang
dikarenakan dalam penanganannya implan gigi
seringkali berhasil dan keberhasilan implan gigi
semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan
tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya
kegagalan dalam perawatan implan gigi seperti
contoh terdapat pasien yang telah melakukan
tindakan implan gigi dan setelahnya pasien
tersebut tidak dapat mengkonsumsi apapun hingga
hampir satu tahun . Pada kasus lain kegagalan
implan gigi terjadi terhadap Samat Ngadimin yang
mengajukan gugatan kepada Drg. Yus Andjojo,
D.H di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas
tindakan pemasangan implan gigi dengan cara
melakukan operasi bedah mulut. Tindakan tersebut
mengakibatkan Samat merasakan sakit pada gusi,
dan mencium bau busuk pada gusinya. Atas
gugatan yang diajukan oleh samat dan Hakim
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
3203/K/Pdt/2017 menyatakan bahwa Drg. Yus
Andjojo, D.H telah melakukan perbuatan melawan
hukum.

Terhadap fakta hukum itulah maka dapat
diartikan bahwa berkaitan dengan keberadaan
dokter gigi dengan kewenangan tambahan, secara
logis menuntut adanya kejelasan berupa dasar
hukum. Hal ini sejalan dengan pertimbangan
hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor  82/PUU-XIINI/2015, bahwa  profesi
kedokteran memerlukan dasar hukum yang sesuai
dengan hakikat yang sesungguhnya dari profesi
kedokteran itu sendiri. Hal tersebut hanya akan
memperparah masalah jika tidak ada kejelasan
dasar hukum terkait keberadaan dokter gigi dengan
kewenangan tambahannya, terkait standar
kompetensi dan kewenangan klinis baik oleh
dokter gigi maupun dokter gigi spesialis serta
bentuk perlindungan hukum bagi dokter gigi.
Mengingat pembangunan kesehatan bertujuan
untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi
setiap penduduk, agar terwujud derajat kesehatan
yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum. Perlu adanya upaya
kesehatan menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan yang dapat diterima dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Memperhatikan uraian latar belakang, adapun
rumusan masalah dari penelitian ini ialah: 1.
Kewenangan tindakan pemasangan implan gigi
oleh dokter gigi; 2. Akibat hukum terkait dengan
risiko pemasangan implan gigi pada pasien

METODE

Jenis penelitian yang digunakan di dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal
Research). Jenis penelitian ini mengkaji norma
hukum dalam suatu peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada  pokok
bahasan.penelitian ini pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-
Undangan  (Statute  Approach), pendekatan
konseptual (Conceptual Approach). Analisis bahan
hukum yang digunakan adalah deskriptif-analitis,
yaitu didasarkan pada pemecahan masalah
penelitian dan juga dengan analisa terhadap
ketentuan tertulis baik berupa aturan maupun teori.
Oleh karena itu, analisia disajikan secara
deskriptif, bahwa hasil penelitian bertujuan agar
diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun
tetap sistematik terutama mengenai permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terkait Dengan Risiko
Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien
Pemasangan implan gigi merupakan hal
yang menantang khusunya bagi dokter gigi, baik
dalam hal penerapan kebijakan maupun dalam hal
praktik pemasangan implan gigi. Tantangan yang
mendasar  yakni  berkaitan dengan untuk
mendapatkan  estetika yang optimal dan
menghindari cengkram konvensional dengan
tetap menjaga retensi dan stabilitas, serta struktur
gigi yang sehat diharapkan tetap terjaga dengan
pemasangan implan gigi. Keselamatan pasien
dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
khusunya pemasangan implan gigi, merupakan
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upaya Yyang dilakukan untuk mencegah dan
memperbaiki hasil tindakan yang tidak baik atau
munculnya injury dari proses pemasangan implan
gigi yang dilakukan. Pelayanan kesehatan pada
rumah sakit maupun praktik dokter swasta, harus
tetap mengutamakan  keselamatan  pasien.
Keselamatan pasien atau patient safety,
merupakan proses dalam suatu fasilitas pelayanan
kesehatan yang memberikan pelayanan pasien
yang lebih aman. Bentuk pelayanan kesehatan
yang mana tersebut diantaranya yakni melakukan
identifikasi risiko, manajemen risiko terhadap
pasien, dan menerapkan solusi untuk mengurangi
serta meminimalisir timbulnya risiko.

Pemasangan implan gigi merupakan
ruang lingkup praktik kedokteran, selain
pelaksanaannya harus sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional.
Pelaksananaanya  juga harus mendapat
persetujuan tindakan medis dari  pasien,
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Praktik
Kedokteran, bahwa  praktik  kedokteran
diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan
antara dokter atau dokter gigi dengan pasien
dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan,
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,
pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 45 UU Praktik
Kedokteran jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan
Tindakan  Kedokteran  (selanjutnya disebut
Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/I11/2008).
Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan
setelah pasien mendapat penjelasan secara
lengkap terkait: a) diagnosis dan tata cara
tindakan medis; b) tujuan tindakan medis yang
dilakukan; c¢) alternatif tindakan lain dan
risikonya; d) risiko dan komplikasi yang mungkin
terjadi; dan e) prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan. Persetujuan tindakan medis dapat
diberikan baik secara tertulis maupun lisan, akan
tetapi bagi tindakan dokter gigi yang
mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh
yang berhak memberikan persetujuan.

Mengingat praktek kedokteran memiliki
resiko yang sangat tinggi, baik dari
perkembangan penyakit maupun dari tindakan
medis. Akibatnya, undang-undang mewajibkan
persetujuan (informed consent) dalam semua
prosedur medis Yyang berisiko. Menurut
Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor
14/PUU-XI1/2014 tanggal 20 April 2015, risiko
medis dapat timbul akibat kelalaian dokter, tetapi
dapat juga timbul akibat kesengajaan dokter.
Dengan kata lain, risiko medis dapat terjadi tidak
hanya akibat perkembangan penyakit atau
komplikasi, tetapi juga akibat kesalahan dokter.

Pasien atau keluarga pasien harus
mendapatkan informasi yang jelas mengenai
tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter,
keharusan mendapat  informasi  tersebut
menjadikan informed consent sebagai hak mutlak
bagi pasien dan atau keluarga pasien. Dalam
pemasangan implan gigi ini terdapat tiga hak-hak
pasien yang harus diperhatikan yaitu, hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan (the right to
health care), hak untuk mendapatkan informasi
(the right to information), dan hak untuk ikut
menentukan (the right to determination). Adanya
informed consent bertujuan untuk memberikan
rasa aman  bagi dokter  pada  saat
merekomendasikan suatu pengobatan pada pasien
dan bisa digunakan sebagai perlindungan diri
apabila nantinya dalam memberikan suatu
pengobatan atau tindakan medis tidak seperti
yang diinginkan oleh pasien dan keluarga pasien.
Apabila pasien telah memberikan informed
consent kepada dokter atau dokter gigi, maka
kedudukan tenaga kesehatan atau dokter menjadi
kuat. Hal ini dikarenakan di dalam informed
consent telah disebutkan bahwa, apabila tindakan
medis yang telah dilakukan oleh dokter atau
dokter gigi gagal, pasien tidak dapat menuntut
dokter atau dokter gigi yang bersangkutan.

Mengingat bahwa hubungan hukum
antara dokter dengan pasien pada hakekatnya
merupakan hubungan hukum perdata yang diatur
dalam Buku 111 KUH Perdata (selanjutnya disebut
KUH Perdata) tentang perikatan. Menurut
Subekti perikatan merupakan suatu hubungan
hukum antara dua pihak, dalam hal ini adalah
pasien yang berhak menuntut sesuatu berupa
pengobatan terhadap kasus kehilangan gigi
dengan pemasangan implan gigi kepada pihak
lainnya, pihak lainnya dalam hal ini adalah dokter
gigi yang berkewajiban memenuhi tuntutan
tersebut.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1233
KUHPerdata, bahwa semua perikatan dilahirkan
dari kesepakatan atau dari undang-undang.
Artinya, seseorang terikat hubungan hukum
dengan seorang lainnya dapat terjadi karena pada
dua hal, yaitu perjanjian (contract, overeenkomst)
dan undang-undang (de wet). Artinya, hubungan
dokter atau dokter gigi dengan pasien pada
dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Suatu
perjanjian dikatakan sah jika telah terpenuhinya 4
syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, diantaranya : 1. Sepakat, syarat ini
berkaitan dengan persetujuan para pihak dalam
perjanjian (de toestemming van degenen die zich
verbinden). Adanya keselarasan antara kehendak
para pihak terhadap hal-hal yang hendak
disepakati, keberadaan persetujuan tindakan
medis (informed consent) merupakan bentuk
syarat kesepakatan dalam jasa pelayanan
kesehatan; 2. Cakap, syarat ini sangat berkaitan
erat dengan kemampuan para pihak dalam
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membuat perjanjian. Eksistensi dari syarat
kecakapan pasien dalam hal ini terhadap
kemampuan pasien dan kewenangan keluarga
pasien untuk membuat perjanjian. Syarat
kecakapan dari sisi dokter dalam hal ini adalah
kewenangan dokter atau dokter gigi yang
bertindak atas dirinya sendiri, maupun bertindak
mewakili rumah sakit; 3. Suatu hal tertentu,
syarat ini mewajibkan adanya prestasi atau objek
dalam perjanjian yang dapat ditentukan jenisnya.
Dalam hal ini objek atau prestasi yang disepakati
adalah tindakan medis berupa pemasangan
implan gigi, maka dalam perjanjian harus
dinyatakan secara jelas tindakan-tindakan apa
saja yang dilakukan dalam pemasangan implan
gigi. Demikuan pula mengenai hak dan kewajiban
dokter gigi dan pasien harus disebutkan dengan
jelas, meskipun di dalam peraturan perundang-
undangan telah diatur secara jelas; 4. Sebab yang
diperbolehkan (een geoorloofde oorzaak), syarat
ini  berkaitan  dengan  tujuan  bersama
(gezamenlijke doel), dalam hal ini tujuan para
pihak mengadakan perjanjian yakni bertujuan
untuk pengembalian fungsi gigi dengan
pemasangan implan gigi.

Menurut Subekti, syarat pertama dan
kedua berkaitan dengan pokok perjanjian atau
dapat dianggap syarat subjektif. Apabila syarat-
syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaarheid),
yang berarti perjanjian tetap mengikat secara
hukum, tetapi para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan kepada pengadilan
apabila perjanjian tersebut mengandung unsur
kekhilafan, paksaan, atau penipuan, dan ada pihak
yang tidak cakap dalam pembuatan perjanjian.
Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan
objek dalam perjanjian atau dapat disebut syarat
objektif, apabila syarat objektif tersebut tidak
terpenuhi, maka perjanjian itu dinyatakan batal
demi hukum (nietigheid), yang berarti perjanjian
itu tidak pernah dibuat.

Perbedaannya adalah antara batal demi
hukum (nietigheid) dan dapat dibatalkan
(vernietigbaarheid), terletak pada adanya suatu
perjanjian dapat dipertahankan. perjanjian yang
menjadi batal demi hukum maka perjanjiannya
tidak  mungkin  dipertahankan, sedangkan
perjanjian yang dapat dibatalkan tetap dapat
dipertahankan jika syarat sahnya perjanjian
dipenuhi. Menurut Yahya Harahap baik syarat
subjektif dan syarat objektif merupakan esensialia
kontrak, jika kedua syarat ini tidak terpenuhi,
maka perjanjian dianggap tidak pernah dibuat.
Dengan kata lain, akibat hukum syarat subjektif
dan syarat objektif pada hakikatnya sama jika
tidak dipenuhi, perjanjian dianggap tidak pernah
dibuat.

Upaya Hukum Pasien Atas Pemasangan

Implan Gigi Oleh Dokter Gigi

Perjanjian pasien dan dokter
menimbulkan adanya hubungan serta akibat
hukum, hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian
yang terjadi antara dokter dengan pasien adalah
mengenai hak serta kewajiban hukum pasien dan
para tenaga medis. Menurut J.H. Nieuwenhuis,
kewajiban hukum yang dimaksud adalah yang
tertuang dalam undang-undang, termasuk
peraturan yang dibuat oleh badan publik tingkat
bawah. Dengan kata lain, kriteria ini hanya
mengacu pada hukum tertulis, sedangkan hukum
tidak tertulis termasuk dalam kriteria lain.

Terhadap dokter atau dokter gigi dalam
memberikan pelayanan medis memiliki hak dan
kewajiban, sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 50 dan Pasal 51 UU Praktik Kedokteran.
Bahwa Dokter atau dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran mempunyai
hak:

a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi dan standar prosedur operasional;

b) Memberikan pelayanan medis menurut
standar profesi dan standar prosedur
operasional;

c) Memperoleh informasi yang lengkap dan
jujur dari pasien atau keluarganya;

d) Menerima imbalan jasa

Terhadap kewajiban dokter atau dokter
gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
diantaranya yakni :

a) Memberikan pelayanan medis sesuai
dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional serta kebutuhan medis
pasien;

b)  Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi
lain yang mempunyai keahlian atau
kemampuan yang lebih baik, apabila tidak
mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan;

c)  Merahasiakan  segala  sesuatu  yang
diketahuinya tentang pasien, bahkan juga
setelah pasien itu meninggal dunia;

d)  Melakukan pertolongan darurat atas dasar
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada
orang lain yang bertugas dan mampu
melakukannya;

e) Menambah  ilmu  pengetahuan  dan
mengikuti perkembangan ilmu kedokteran
atau kedokteran gigi.

Hak-hak pasien merupakan hak-hak
pribadi pasien yang telah dijamin dalam
ketentuan Pasal 52 UU Praktik Kedokteran jo
Pasal 32 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU
Rumah Sakit), yaitu antara lain:

a) Memperoleh penjelasan secara lengkap dan
rinci tentang diagnosis dan tata cara tindakan
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medis, tujuan tindakan medis, alternatif
tindakan yang mungkin dilakukan, risiko dan
komplikasi yang mungkin terjadi selama atau
setelah tindakan medis, prognosis tindakan
yang dilakukan, dan perkiraan biaya
pengobatan.

b) Pasien berhak untuk menentukan dokter dan
kelas perawatan, bahwa dalam hal ini pasien
berhak untuk memilih atau
direkomendasikan dokter yang berwenang
atas tindakan medis;

c) Pasien berhak untuk meminta saran,
pendapat maupun berkonsultasi dengan
dokter lain;

d) Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan
yang baik, adil, jujur tanpa adanya
diskriminasi;

e) Pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan
medis yang sesuai, efektif dan efisien;

f) Pasien berhak untuk dijaga privasinya terkait
dengan penyakit yang diderita.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut uu Perlindungan
Konsumen), bahwa dalam peraturan ini memang
tidak diatur dengan jelas dan rinci terkait pasien
dan haknya, tetapi pasien dalam hal ini juga
merupakan konsumen yakni konsumen dalam
pelayanan kesehatan. Menurut Munir Fuady, hak-
hak pasien dalam kedudukan sebagai konsumen
tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan
kesehatan;

b) Hak untuk memilih jasa pelayanan;

¢) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur;

d) Hak untuk didengar pendapatnya;

e) Hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya peyelesaian
sengketa;

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen, dalam hal ini
konsumen kesehatan;

g) Hak untuk dilayani secara benar;

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi dan
ganti rugi;

i) Hak-hak lainnya.

Pada prinsipnya tujuan dikeluarkan UU
Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan
perlindungan kepada pasien, mempertahankan
dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang
diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan untuk
memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Mengingat
bahwa hukum pada umumnya dimaknai sebagai
keseluruhan ~ kumpulan  peraturan-peraturan
tertulis atau kaidah-kaidah  dalam  suatu
masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan
peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu

kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perbuatan melanggar hukum vyaitu,
seseorang yang melakukan perbuatan melanggar
hukum terhadap orang lain harus memperbaiki
kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan
melawan hukum itu. Perbuatan melanggar hukum
didefinisikan sebagai tindakan atau kegagalan
yang melanggar hak tertentu, melanggar
kewajiban hukum, atau melanggar norma sosial
yang tidak tertulis. Menurut R. Soetojo
Prawirohamidjojo dan  Marthalena  Pohan,
perbuatan melanggar hukum memiliki empat
unsur yaitu ada perbuatan, perbuatan melanggar
hukum, pelaku memiliki  kesalahan, dan
perbuatannya menimbulkan kerusakan (hubungan
sebab akibat). Dari beberapa unsur perbuatan
melanngar hukum, kemudian dibagi menjadi
empat perbuatan melawan hukum yakni:

a. Melanggar Hak Subjektif Pasien

Dokter atau dokter gigi melanggar hak
pribadi pasien maupun hak pasien sebagaimana
yang tercantum dalam undang-undang, baik UU
Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, maupun UU
Rumah Sakit, maka dokter atau dokter gigi
tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan
melanggar hukum.

b. Melanggar Kewajiban Hukum Dokter

Kewajiban dokter dalam standar profesi
untuk melaksanakan profesi harus mempunyai
kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat
secara teliti, sesuai ukuran ilmu medis, situasi dan
kondisi yang sama dan sarana upaya sebanding
dengan tujuan konkrit tindakan. Kewajiban
dokter terdapat dalam standar operasional
prosedur berupa langkah-langkah baku yang
dilakukan dokter.

c. Melanggar Kesusilaan dalam Pelayanan Medis

Norma  kesusilaan  dalam  praktik
pelayanan medik adalah standar moral dan
kesopanan yang berlaku dalam ruang lingkup
praktik pelayanan medik. Harapan tersebut
dituangkan dalam kode etik profesi dokter
maupun kode etik rumah sakit (code of conduct).
Standar kesusilaan dalam praktik pelayanan
medis konsisten dengan standar hukum, jika
seorang dokter melanggar norma kesusilaan,
maka pelanggaran tersebut tidak hanya mencakup
pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran
hukum.

d. Melanggar Kecermatan dalam Pelayanan
Medis

Sebagaimana telah disampaikan diatas
kewajiban dokter dalam standar profesi untuk
melaksanakan  profesi  harus  mempunyai
kewenangan, kemampuan rata-rata, berbuat
secara teliti, sesuai ukuran ilmu medis, situasi dan
kondisi yang sama dan sarana upaya sebanding
dengan tujuan konkrit tindakan. Artinya setiap
tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam
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pelayanan medis, tidak boleh menempatkan
pasien dalam situasi bahaya dan merugikan
pasien untuk kepentingan pribadi.

Perlindungan terhadap pasien penting
untuk menjadi sorotan, terdapat beberapa upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh pasien sebagai
bentuk perlindungan kepada pasien diantaranya
yakni, upaya hukum perdata, upaya hukum
pidana dan upaya sanksi administrasi. Mengingat
hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi
adalah hubungan kontraktual, maka KUHPerdata
yang mengaturnya menjadi acuan atau pedoman
dalam penegakan perlindungan pasien.
Perlindungan terhadap pasien dianggap perlu
untuk diatur lebih mendalam dan luas di dalam
undang-undang yang berkaitan dengan pasien
sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu
kepastian hukum mengenai perlindungan pasien
tersebut. Terhadap kegagalan dalam pemasangan
implan gigi oleh dokter gigi maka upaya hukum
yang dapat ditempuh oleh pasien adalah
melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan
Negeri setempat, yakni tanggung gugat atas
kerugian yang disebabkan karena perbuatan
melanggar hukum. Dikarenakan adanya perbuatan
dokter gigi yang melanggar kewajiban hukum
dokter yakni dengan melakukan tindakan yang
bukan kewenangannya, tidak sesuai dengan
standar profesi, standar prosedur, dan atau
prinsip-prinsip  profesional kedokteran, yang
mengakibatkan kerugian baik secara materi
maupun terhadap tubuh, kesehatan fisik dan
mental pasien.

Tanggung Jawab Hukum Pidana, Perdata, dan
Administrasi Dokter Gigi Atas Terjadinya
Risiko Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien

Profesi kedokteran merupakan profesi
yang memiliki peran penting dalam menjamin
kesejahteraan manusia, oleh karenanya dalam
mengemban profesinya dalam praktik kedokteran
selalu berpegang kepada etika profesi kedokteran
dan prinsip-prinsip moral kedokteran. Prinsip-
prinsip moral inilah yang kemudian dijadikan
sebagai pedoman atau dasar dalam membuat
keputusan dan bertindak, serta menjadi tolak ukur
dalam menilai baik-buruknya atau benar-salahnya
suatu keputusan atau tindakan medis dari
perspektif moral.

Mengingat hubungan antara pasien dan
dokter atau dokter gigi pada dasarnya adalah
hubungan kontraktual, yang menimbulkan suatu
akibat hukum yakni melekatnya hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam
melaksanakan hak dan kewajiban inilah sering
memunculkan konflik antara dokter atau dokter
gigi dan pasien, seperti halnya kurangnya
infomasi dan penjelasan dari dokter terkait
dengan tindakan yang akan dijalani, adanya
ketidakpuasan pasien atas hasil tindakan medis

atau pelayanan yang tidak sesuai baik yang telah
diperjanjikan maupun yang diharapkan oleh
pasien, adanya dampak negatif dari hasil tindakan
medis, munculnya penyakit tambahan yang
semula tidak ada, ataupun Kkerugian-kerugian
yang dirasakan pasien selama dalam pelayanan
medis.

Konflik yang terjadi antara dokter atau
dokter gigi dengan pasien ini tidak terlepas dari
tuntutan tanggung jawab sebagai upaya yang
dapat ditempuh oleh pasien, baik itu secara
hukum maupun berkaitan dengan kode etik
kedokteran. Terhadap pasien atau keluarga pasien
mengalami kerugian dapat melakukan pengaduan
terhadap Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia  (selanjutnya disebut
MKDKI), apabila terdapat unsur-unsur tindak
pidana maka pasien dan keluarga pasien dapat
melakukan pengaduan kepada kepolisian, jaksa,
maupun dinas kesehatan secara tertulis atau lisan
dan dapat menggugat secara perdata ke
Pengadilan Negeri setempat. Terhadap pengaduan
inilah  kemudian  dokter akan  dibebani
pertanggungjawaban, yang kemudian
dikelompokkan menjadi 3 bentuk tanggung jawab
hukum dokter atau dokter gigi yakni tanggung
jawab di bidang hukum administrasi, tanggung
jawab di bidang hukum pidana, dan tanggung
jawab di bidang hukum perdata.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi
di bidang hukum administrasi, tanggung jawab ini
muncul dikarenakan adanya tuntutan dari
masyarakat yang merasa dirugikan akibat
pelayanan medis yang dilakukan dokter atau
dokter gigi. Tidak hanya terhadap tuntutan
masyarakat yang dirugikan, tanggung jawab ini
dapat berasal dari tuntutan pemerintah yang
menganggap pelayanan medis oleh dokter atau
dokter gigi yang bersangkutan terbukti telah
merugikan  masyarakat dan atau  telah
menyalahgunakan  pemberian  izin  praktik.
Terhadap penyelesaian permasalahan-
permasalahan pelanggaran etik, dan pembebanan
tanggung jawab kepada dokter atau dokter gigi di
bidang hukum administrasi. Terdapat peran
penting lembaga-lembaga etika kedokteran, yaitu
MKDKI.

Terhadap segala kerugian pasien yang
disebabkan  pelayanan  kedokteran  harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Alternative Dispute
Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam
ADR atau APS terdapat beberapa bentuk
penyelesaian  sengketa  diantaranya  yakni,
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan
arbitrase.  Upaya penyelesaian sengketa non-
litigasi biasanya berfokus kepada tujuan-tujuan
dari pihak yang mensengketakan dalam hal ini
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adalah pasien dan atau keluarganya yang menjadi
pokok permufakatan. Para pihak secara langsung
membahas apa yang menjadi proses dalam
penyelesaian sengketa yang dibicarakan dan
secara sukarela, serta memberikan beberapa opsi
yang diharapkan dapat menanggulangi tuntutan.
Upaya penyelesaian sengketa non-litigasi dapat
digunakan sebagai bentuk utama dalam
menyelesaikan sengketa medik, dikarenakan
proses penyelesaian dianggap lebih cepat, mudah,
tidak memakan banyak biaya dan sifatnya tidak
menimbulkan permusuhan yang panjang karena
tidak ada yang dikalahkan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 66 UU Praktik Kedokteran, bahwa setiap
orang yang mengetahui atau kepentingannya
dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi
dalam menjalankan praktik kedokteran dapat
mengadukan secara tertulis kepada Ketua
MKDKI. Setiap tindakan pelanggaran kode etik
dokter akan senantiasa berkaitan dengan nilai-
nilai etika dalam penyelesaiannya, terkadang
perbedaan pandangan dalam membuat suatu
keputusan etis disebabkan tindakan medis tidak
hanya didasarkan kewajiban tetapi juga moral
yang bertentangan.

Terdapat  beberapa  macam  jenis
pelanggaran disiplin profesional dokter atau
dokter gigi yang diatur dalam ketentuan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional
Dokter dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut
PKKI Nomor 4 Tahun 2011). Apabila dikaitkan
dengan tindakan dokter gigi dalam pemasangan
implan  gigi, terdapat beberapa  bentuk
pelanggaran disiplin profesional dokter dan
dokter gigi yang dilakukan dintaranya
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf h, yakni : a)
melakukan praktik kedokteran dengan tidak
kompeten, b) tidak merujuk pasien kepada dokter
atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi
yang sesuai, f) tidak melakukan tindakan/asuhan
medis yang memadai pada situasi tertentu yang
dapat membahayakan pasien, h) tidak
memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan
memadai (adequate information) kepada pasien
atau keluarganya dalam melakukan Praktik
Kedokteran.

Terhadap pengaduan  pasien  yang
berkaitan dengan 28 bentuk pelanggaran disiplin
profesional dokter atau dokter gigi, maka
sebagaimana diatur dalam Pasal 69 UU Praktik
Kedokteran. MKDKI berwenang memberikan
sanksi disiplin berupa pemberian peringatan
tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat izin praktik, dan/atau
kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di
institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran
gigi. Upaya penyelesaian sengketa medik secara

non-litigasi yakni, dengan melakukan pengaduan
ke MKDKI, upaya ini telah banyak dilakukan
oleh pihak pasien dan/atau keluarga atas dugaan
pelanggaran disiplin kedokteran. Pelaksanaanya
dirasa belum sepenuhnya efektif karena lembaga
ini  hanya satu-satunya di Indonesia dan
keberadaanya pun di Jakarta, sehingga
penyelesaian sengketa non litigasi dirasa kurang
efektif dan cukup menyulitkan pasien dan juga
dokter yang berada di daerah. Hal ini tidak
menutup kemungkinan adanya penyelesaian
sengketa medik melalui pengadilan dengan
tututan ganti kerugian, ketika para pihak dalam
upaya penyelesaian sengketa non-litigasi tidak
mencapai kesepatakan.

Upaya penyelesaian medis secara ligitasi,
berdasarkan hukum administrasi atau tata usaha
negara melalui Peradilan Administrasi. Pada
prinsipnya sama dikenal dengan "Proses
Dismissal” yakni penelitian dari Majelis Hakim
Peradilan Tata Usaha Negara sebelum Sengketa
Tata Usaha Negara diperiksa di persidangan.
Penelitian dilakukan untuk menilai apakah
gugatan layak dilanjutkan atau tidak, sengketa
kedua pihak akan dinilai oleh hakim pada proses
ini apakah sengketa ini layak diteruskan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara dan hakim lebih
aktif baik dalam penyelesaian maupun dalam
memutuskan suatu kasus dalam putusannya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Sebagaimana diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Sengketa Tata Usaha Negara adalah
Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata
dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik
di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari hasil proses sengketa tata usaha negara
dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dalam hal ini dokter atau dokter
gigi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
Oleh karenanya terhadap pengaduan pasien yang
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berkaitan tindakan dokter gigi dalam pemasangan
implant gigi yang mengakibatkan pasien
mengalami gangguan-gangguan,
cacat/kelumpuhan. Hakim dalam hal ini
berwenang memberikan sanksi berupa penetapan
tertulis yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
dokter gigi yakni berupa pemberhentian atau
pencabutan izin praktek.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi
di bidang hukum pidana, dalam hal ini suatu
perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal
malpractice apabila memenuhi rumusan delik
pidana, vyaitu perbuatan tersebut merupakan
perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang
salah, berupa suatu kesengajaan, kecerobohan
atau kealpaan. Seringkali masyarakat salah
membedakan malpraktik dan risiko medis, segala
sesuatu yang terjadi yang merupakan dampak
dalam penanganan medis kerap kali dianggap dan
dinilai masyarakat sebagai malpraktik. Sangat
disayangkan apabila anggapan-anggapan dan
kesalahpahaman ini dibiarkan, karena akan sangat
berpengaruh terhadap hak pasien untuk menuntut
pertanggungjawaban kepada dokter atau dokter
gigi serta hilangnya kepercayaan masyarakat
terhadap profesi keahlian para dokter. Oleh
karenanya sangatlah penting bagi masyarakat
untuk mengetahui perbedaan antara malpraktik
dan risiko medis, agar tidak lagi terjadi
kesalahpahaman di masyarakat.

Malpraktik menurut Adam Chazawi
adalah, dokter atau orang yang ada di bawah
perintahnya dengan sengaja atau kelalaian
melakukan perbuatan baik aktif maupun pasif
dalam praktik kedokteran pada pasiennya dalam
segala tingkatan yang melanggar standar profesi,
standar prosedur, prinsip-prinsip profesional
kedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa
wewenang) karena tanpa informed consent atau di
luar informed consent, tanpa SIP atau tanpa STR,
tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien
dengan menimbulkan (causal verband) kerugian
bagi tubuh, kesehatan fisik, mental, dan atau
nyawa pasien sehingga membentuk
pertanggungjawaban hukum bagi dokter.

Kesalahan  atau  kelalaian  tenaga
kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana,
terdapat beberapa tindakan yang ditermasuk
dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya
disebut KUHP) diantaranya, Pasal 263 tentang
pemalsuan dokumen, Pasal 267 tentang surat
keterangan palsu dokter, Pasal 299 tentang aborsi,
Pasal 304 tentang membiarkan orang dalam
kesengsaraan, Pasal 322 tentang membuka suatu
rahasia, Pasal 344 tentang tindakan euthanasia,
Pasal 347, 348, 349, 350 tentang kejahatan
terhadap nyawa, Pasal 351, 352, 353, 354, 355,
tentang penganiayaan, Pasal 359 dan Pasal 360

tentang menyebabkan mati atau luka karena
kealpaan. Terdapat perbedaan penting antara
tindak pidana biasa dan tindak pidana medis.
Pada tindak bidana biasa, yang diperhatikan
adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana
medis adalah penyebabnya.

Adapun beberapa tahapan yang harus
dilalui oleh pasien diantaranya: a) membuat
laporan atau pengaduan tentang adanya suatu
tindak pidana; b) Klarifikasi; ¢) Proses
penyelidikan; d) Pemanggilan pihak-pihak; e)
Pembuatan berita acara klarifikasi; f) Panggil
saksi-saksi; g) apabila jika ada dugaan tindakan
pidana maka akan dilanjutkan ke tahap
penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di
Kejaksaan, dan tahap persidangan di Pengadilan.
Ketentuan Pasal 79 huruf ¢ UU Praktik
Kedokteran juga mengatur mengenai tanggung
jawab dokter untuk menjalankan profesinya
sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam
undang-undang ini. Setiap dokter atau dokter gigi
yang dengan sengaja tidak  memenuhi
kewajibannya yang diatur dalam Pasal 51 UU
Praktik Kedokteran ini, dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama satu tahun atau
denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00-
(lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter
gigi yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya yang diatur dalam Pasal 51 UU
Praktik Kedokteran ini.

Apabila dokter melakukan tindakan
medis tersebut dengan penuh kehati-hatian,
adanya persetujuan pasien dan tindakannya
berdasarkan standar pelayanan medis, namun
ternyata risiko itu tetap terjadi, maka dokter itu
tidak dapat dipersalahkan. Dalam hal tindakan
dokter atau dokter gigi telah sesuai dengan
standar pelayanan kedokteran yang berlaku, maka
dokter itu tidak dapat dipersalahkan. Kelemahan
dari perlindungan hukum ini adalah, adanya
paradigma defensive medicine yang disebabkan
kekhawatiran yang berlebihan dokter atau dokter
gigi atas gugatan malpraktek medis. Menurut Eka
Julianta defensive medicine adalah tindakan
pencegahan yang dilakukan oleh dokter dengan
melakukan tindakan lain yang tidak diperlukan
oleh pasien. Hal ini dilakukan guna menghindri
gugatan di kemudian hari, sehingga dokter
merasa perlu melakukan tindakan ini disamping
tujuan dasar pengamanan. Karena dokter memilih
atau menghindari  tindakan medis yang
seharusnya atau tidak boleh dilakukan, sikap
kehati-hatian ini menyebabkan peningkatan biaya
medis dan hasil pengobatan yang tidak optimal.

Tanggung jawab dokter atau dokter gigi
di bidang hukum perdata, tanggung jawab ini ada
berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Kesehatan
yang menyatakan:

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi
terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
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penyelenggara kesehatan yang menimbulkan
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya.

2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan
yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa
atau pencegahan kecacatan seseorang dalam
keadaan darurat.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 58 ini
dapat dipahami bahwa perlindungan hukum
terhadap hak pasien dalam pelayanan kesehatan,
berdasarkan UU Kesehatan adalah perlindungan
hak pasien melalui gugatan perdata untuk
menuntut ganti rugi. Dalam kerangka melindungi
hak pasien, undang-undang memberikan hak
gugat kepada pasien, apabila terjadi kegagalan
dokter dalam memenuhi kewajiban kontraktual.
Terdapat esensi tanggung gugat dalam hal ini,
yakni dengan akibat adanya perbuatan melanggar
hukum atau wanprestasi, maka ada kewajiban
untuk membayar ganti kerugian dan/atau
melaksanakan prestasi yang tidak dipenuhi.

Tanggung gugat (liability/
aansprakelijkheid), merupakan bentuk spesifik
dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk
kepada posisi seseorang atau badan hukum, yang
dipandang harus membayar suatu bentuk
kompensasi atau ganti rugi setelah adanya
peristiwva hukum. Mengenai tanggung gugat,
Moegni Djojodirdjo memberikan penjelasan
bahwa adanya tanggung gugat pada seorang
pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si
pelaku  harus  bertanggung jawab  atas
perbuatannya dan karena pertanggung jawab
tersebut si  pelaku harus mempertanggung
jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang
diajukan dihadapan pengadilan oleh penderita
terhadap si pelaku. Pasien dapat meminta ganti
rugi kepada dokter atau dokter gigi yang
melakukan kesalahan dalam pelayanan medis,
sesuai ketentuan Pasal 77 UU Tenaga Kesehatan.
Ketentuan  ini  menjadi  dasar  hukum
pertanggungjawaban dokter atas tindakan yang
merugikan pasien, selain kerugian juga harus
dibuktikan bahwa perbuatan dokter tersebut
mengandung unsur kesalahan, baik kesengajaan
maupun kelalaian. Pada umumnya kesalahan
berupa kelalaian, walaupun tidak menutup
kemungkinan bahwa kesalahannya karena
kesengajaan. Sehubungan dengan jenis tanggung
jawab hukum dalam lingkup hubungan hukum
keperdataan, @ maka terdapat 2  bentuk
pertanggungjawaban  seorang dokter vaitu,
tanggung gugat atas kerugian yang disebabkan
karena wanprestasi, dan tanggung gugat atas
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan
melanggar hukum.

Tanggung gugat atas Kkerugian yang
disebabkan karena wanprestasi, adapun bentuk
ganti rugi dalam hal terjadinya wanprestasi

sebagaimana  diatur dalam  Pasal 1243
KUHPerdata yaitu, berupa gantk kerugian dan
bunga (kosten, schaden en interessen). Menurut
R. Subekti, pihak yang wanprestasi dapat digugat
di pengadilan dengan salah satu dari empat
alternatif, diantaranya: melaksanakan kontrak,
membayar ganti rugi, melaksanakan kontrak
disertai tuntutan ganti rugi, membatalkan kontrak,
dan membatalkan kontrak disertai tuntutan ganti
rugi.

Tanggung gugat atas kerugian yang
disebabkan karena perbuatan melanggar melawan
hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata,
bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang
menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib
mengganti kerugian itu kepada orang yang
dirugikan. Adanya perbuatan melanggar hukum,
kesalahan pelaku, kerugian orang lain, dan
hubungan sebab akibat antara perbuatan
melanggar hukum dengan kerugian orang lain
merupakan unsur dasar dari perbuatan melawan
hukum. Pada dasarnya, ganti rugi atas perbuatan
melanggar hukum bertujuan untuk
mengembalikan harta benda ke kondisi semula
(restitutio in integrum). Restitusi (restitution)
adalah merupakan bentuk pertanggung jawaban
berupa pemulihan, restitusi tidak hanya tindakan
pemulihan seperti memperbaiki cedera, tetapi
juga melakukan sesuatu, atau mengembalikan
sesuatu yang menjadi hak orang yang dirugikan.
Pemulihan ini tidak selalu dapat kembali ke
keadaan semula, seperti ketika pasien menjadi
buta akibat prosedur medis, atau ketika pasien
mengalami kerusakan kerangka gigi setelah
pemasangan implan gigi. Karena keadaan ini
tidak memungkinkan adanya pemulihan, maka
bentuk ganti rugi dapat diganti dengan uang.
Bentuk ganti kerugian akibat perbuatan
melanggar hukum dalam hal pelayanan medis
yang diatur di dalam Pasal 1370 dan Pasal 1371
KUHPerdata antara lain pemberian nafkah
kepada ahli waris korban, santunan, serta biaya
penyembuhan dan ganti rugi yang timbul akibat
dari luka atau cacat, termasuk ganti kerugian atas
penghasilan yang diperoleh korban andaikata
tidak mengalami luka atau cacat. Bentuk ganti
rugi ini dengan tubuh seseorang, bentuk kerugian
ini dapat dituntut apabila terdapat kerugian pasien
secara ekonomis, adanya luka atau cacat pada
anggota tubuh pasien, serta adanya penderitaan
fisik, mental maupun psikologis. Terhadap
penderitaan sakit secara mental atau psikis yang
diderita pasien, maka bentuk ganti kerugiannya
secara immaterial. Ganti rugi ini merupakan
pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak
dapat  diperhitungkan  secara  matematis,
penentuan terkait ganti kerugian secara
immaterial merupakan kebijaksanaan hakim,
dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut
haruslah wajar. Ukuran kewajaran dari penetapan
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jumlah ganti rugi ini dengan memperhatikan
beratnya beban mental yang dipikul pasien, status
dan kedudukan dari pasien, situasi dan kondisi di
mana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi
dan kondisi mental pasien, situasi dan kondisi
mental dari dokter gigi serta latar belakang
dilakukannya perbuatan melawan hukum, yakni
apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung
jawab mutlak.

KUHPerdata tidak menegaskan atau
bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti
rugi tertentu atau tentang salah satu aspek dari
ganti rugi, maka hakim dalam hal ini mempunyai
kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut
sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut
memang dimintakan oleh pihak yang dirugikan
yakni pasien. Justifikasi terhadap kebebasan
hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi,
biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat
mencakup hampir segala hal yang bersangkutan
dengan ganti rugi.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk
pertanggungjawaban hukum dokter kepada pasien
yang telah dipaparkan diatas, maka terhadap
risiko kegagalan dalam pemasangan implan gigi
olenh dokter gigi ini perlu memperhatikan
beberapa hal yakni:

1. Hubungan hukum antara dokter atau dokter
gigi dengan pasien dalam pemasangan implan
gigi merupakan hubungan kontraktual yang
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada
dalam Buku Il KUHPerdata tentang perikatan.

2. Tindakan dokter gigi dalam pemasangan
implan gigi dikualifikasikan sebagai perbuatan
melanggar hukum dikarenakan pemasangan
implan gigi bukan merupakan kewenangan dokter
gigi, sehingga tindakan dokter gigi telah
melanggar standar profesi, standar prosedur,
prinsip-prinsip  profesional kedokteran, atau
dengan melanggar hukum (tanpa wewenang).

3. Dikarenakan tindakan dokter gigi dalam
pemasangan implan gigi dikualifikasikan sebagai
perbuatan melanggar hukum, maka terhadap
risiko kegagalan dalam pemasangan implan gigi,
upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pasien
adalah dengan cara menggugat secara perdata ke
pengadilan negeri setempat atas dasar tanggung
gugat atas kerugian akibat perbuatan melanggar
hukum.

Perlindungan hukum terhadap pasien atas
pemasangan implan gigi, secara teoritis dan
yuridis berhak mendapatkan perlindungan hukum
baik secara  preventif maupun represif.
Berdasarkan teori penegakan hukum, baik atau
buruknya kualitas peraturan perundang-undangan
berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan hukum di
masyarakat. Oleh karena itu, pemberian
kewenangan tambahan bagi dokter gigi dalam hal
pemasangan implan gigi harus memiliki peraturan
perundang-undangan yang cukup mengakomodir

kebutuhan hukum, khususnya yang terkait dengan
perlindungan hukum terhadap pasien. Menurut
Friedman peraturan perundang-undangan yang
baik (good legislation) menentukan penegakan
hukum di tingkat penegakan hukum. Adanya
berbagai norma yang mengatur perlindungan
hukum terhadap pasien, jika terjadi sengketa
peradilan melalui proses musyawarah di luar
pengadilan sudah cukup responsif. Hanya saja
masih dibutuhkan unsur penegak hukum yang
bijaksana dalam melihat posisi kasus sengketa
medis.

SIMPULAN

1. Terhadap ketidaksesuaian antara PKKI
Nomor 48 Tahun 2010 dengan PKKI Nomor
33 Tahun 2019, maka mangacu pada asas
prefrensi hukum yang tepat digunakan dalam
kasus ini yakni, asas lex posterior derogat legi
priori. Aturan yang dijadikan landasan hukum
dalam pelaksanaan pemasangan implan gigi
adalah PKKI Nomor 33 Tahun 2019, bahwa
implan kedokteran gigi merupakan
kewenangan Klinis dokter gigi spesialis,
kewenangan dokter gigi dalam pemasangan
implan gigi hanya terbatas pada pemahaman
teorotis, mengenai macam-macam terapi
implan dental, menguasai teori-teori aplikasi
kasus implan dental saja. Terhadap dokter
gigi, pemberian kewenangan tambahannya
dapat dilakukan jika memiliki dasar hukum
yang kuat. Tanpa dasar hukum yang jelas
keberadaan dokter gigi dengan tambahan
kewenangan hanya akan menambah persoalan
dan kebingungan di tengah-tengah
masyarakat.

2. Akibat hukum merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan dari siapa yang akan
bertanggung jawab, dan sejauh apa tanggung
jawab dapat diberikan. Terhadap risiko
kegagalan dalam pemasangan implan gigi
tidak terlepas dari tanggung jawab seorang
dokter, mengingat dokter gigi tidak memiliki
kewenangan dalam pemasangan implan gigi
sehingga  tindakannya  dikualifikasikan
sebagai perbuatan melanggar hukum. Upaya
hukum yang dapat ditempuh oleh pasien atas
kerugian yang dialami adalah dengan cara
menggugat secara perdata ke pengadilan
negeri setempat atas dasar tanggung gugat
atas kerugian akibat perbuatan melanggar
hukum.
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